REPUBLIK INDONESIA

No.572, 2020 KPK. Pendaftaran, Pengumuman, Pemeriksaan.
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna
terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan
pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara
Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan
yang lebih komprehensif;

b. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara  Negara  perlu disesuaikan  guna
mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat
terlaksana dengan lebih efisien dan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
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Mengingat

Menetapkan

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara  Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 985);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan

Korupsi

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 985), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan :

1.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Deputi Pencegahan adalah pejabat setingkat Eselon I
yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan,
membawahkan para direktur dan pegawai di lingkup
kedeputian pencegahan.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
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10.

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
atau pejabat publik lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan
perkawinan menurut hukum  masing-masing
agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan
perundang-undangan.

Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri,
anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau
mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan
kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun
kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara
dan/atau Istri/Suami.

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang
dapat dinilai dengan wuang yang dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak
Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama
Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak
Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum
dan selama Penyelenggara Negara memangku
jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan
dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak
terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian
dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan,
data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data
lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada Komisi.

Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun
tidak terbatas pada dokumen elektronik yang
diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara

sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah
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memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan
LHKPN secara lengkap kepada Komisi.

Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh
Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada
publik.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan
kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan

LHKPN.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN

kepada Komisi yakni pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara
pada saat pertama kali menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun; atau

d. masih menjabat.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai

Penyelenggara Negara.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu)

tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31

Desember tahun laporan.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat



